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Kepada Yth.

1. Semua Menteri

2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

3. Jaksa Agung

4. Semua Pimpinan Kesekretariatan LembagaTertinggi/ Tinggi Negara

5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah no Departemen 

6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

                                  DI-      Tempat.
SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI  KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

a. Berdasarkan pasal 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pembina golongan ruang IV/a ke bawah beserta pemberian pensiun Janda/Dudanya, ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang di Instansinya. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian pensiun Janda/Dudanya, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya   diberi kuasa atas nama Menteri Jaksa Agung, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk menetapkan pemberhentian dan sekaligus pemberian pensiunnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang telah   mencapai batasusia pensiun serta menetapkan pemberian pensiun janda/dudanya.
c. Penetapan pemberhentian, pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dsatu surat Keputusan .

d. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai batas usia pensiun danpemberianpensiunnya sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersendiri, tetap menjadi wewenang Pejabat dari Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan .

e. Untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran Bersamatentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tersebut. 

2. DASAR

a. Undang Undang  Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/DudaPegawai (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 2906).

b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3041) .

c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3058).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 30980 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  3149).
f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3156).

g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3200).

h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 38).

i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian Pensiun atau tunjangan Penghargaan Bagi bekas Kepala kelurahan danperangkat kelurahan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 49).

j. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang  Perlakuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 1) .

k. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3250) .

l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24) .

m. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Dudabekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1986N 44) .

n. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan Terhadap penerima Pensiun/Tunjangan Yang Hilang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 6) .

o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian danpemberianPensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/dudanya (Lembaran Negara Tahun 1989N 13, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3392).

p. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara  ;

q. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara  dan direktur Jenderal Anggaran Nomor 10/SE/1980, Nomor SE-1.16/DJA/I.0/3/80 (Nomor 48/SE/80) tanggal 24 Maret 1980 tentang Pedoman Pengurusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya. 

3. TUJUAN

Surat Edaran Bersama ini sebagi pedoman dalam melaksanakan penyelesaianpenetapan danpenyampaiansurat Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun dengan hakpensiun dan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil beserta janda/dudanya.

4. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran Bersama ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

(1). Pegawai Negeri Sipil Pusat .

(2). Pegawai Negeri Sipil Daerah .

b. Batas usia pensiun, ialah batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. 

c. Janda, ialah isteri yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

d. Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.

e. Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan menurut Undang Undang dari Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, atau penerimapensiun janda/duda.

f. Orang tua,ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung Pegawai Negeri Sipil 

g. Tewas, ialah :

(1). Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya .
(2). Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingg kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/ataukarena menjalankan kewajibannya .

(3). Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmaniyang didapat dalam hal-hal tersebut pada angka (1) dan (2) di atas .

(4). Meninggaldunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu .

h. Pimpinan Instansi, ialah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .

i.  Pejabat yang berwenang, ialah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
j. Pejabat yang berwajib,ialah Pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

k. Salinan sah, ialah salinan sesuatu surat yang disalin sesuai dengan aslinya dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang/berwajib.

l. DPCP, ialah Data Perorangan Calon Penerima Pensiun

m. SP-4 ialah Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama.

n. SKPPS, ialah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara.

o. SKPP, ialah Surat Keterangan Penghentyian pembayaran.

p. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali, ialah Surat Perintah Membayar. 

II. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN
1. Penetapan SuratK Pemberhentian danpemberian Pensiun bagi Pnyang mencapai batasusia pensiun.

Pemberhentian danPemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang mencapai batas usia pensiun ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Pimpinan Instansi yang bersangkutan dalam satu surat Keputusan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

Contoh :

a. Pegawai Negeri Sipil yang bernama Amir,NIP 150888625,lahir tanggal 11Oktober 1933bekerja terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 april 1958.Pangkat terakhir Pengatur golongan ruang II/c, sebagai pelaksanaan tata usaha pada Kantor urusan agama Kabupaten Tangerang.Pada tanggal 11oktober 1989 Sdr. amir mencapai batas usia pensiun.

Sdr. Amir mempunyai isteri bernama Maemonah.Dhal yang demikian pemberhentisan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun jandanya atas nama Maemonah ditetapkan dalam satu surat Keputusan oleh kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas namaMenteri Agama.

b. Pegawai Negeri Sipil  bernama Maroto NIP. 010003789 lahir 7Juni 1934, masuk bekerja sejak 1 September 1954, pangkat terakhir Panata golongan ruang III/c dengan gaji pokok Rp. 177.400,- sebagai Kepala Bagian pada Departemen Dalam Negeri.
Sdr. Marwotomempunyai 2 orang isteri dan 4 orang anak.

(1). Siti sundarinikah tanggal 7 Maret 1960, mempunyai anak bernama :

a. Hendranilahir tanggal 17 agustus 1968;

b. Akhmad lahir tanggal 20 oktober 1970.

(2). Maimonah nikah tanggal  3 Mei 1970, mempunayi anak :

a. Muryanto lahir tanggal 7 januari 1972

b. Azar lahir tanggal 10 pebruari 1973

Pada akhir bulan Juni 1990 Sdr. Marwoto harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun.
Dalam hal yang demikian pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta bagian pensiun janda bagi kedua isterinya ditetapkan dalam satu surat Keputusan  oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Menteri Dalam Negeri . 

c. Pegawai Negeri Sipil yang bernama I Gede Amat NIP 060000154 lahir tanggal 8 Pebruari 1934 bekerja terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 5 Juli 1954 pangkat terakhir Penata golongan ruang III/c sebagai kepala Sub Bagian pada Departemen Keuangan di Jakarta . Pada tanggal 8-2-1990 Sdr. I Gede Amat mencapai batas usia pensiun.

Sdr. I Gde Amat mempunyai seorang isteri bernama Aminah lahir tanggal 5 september 1960.

Disamping isteri tersebut sdr. I Gde Amat mempunyai juga 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari isteri sebelumnya yang telah meninggal dunia,yaitu bernama :

(1). Juli lahir 5 Juli 1979 .
(2). Juni lahir 7 Juni 1973.

Dalam hal yang demikian pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta bagian pensiun janda bagi Ny. Aminah dan bagian pensiun janda bagi kedua anaknya ditetapkan dalam satusurat Keputusan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Menteri keuangan.

2. Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian .
a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/dalam ke bawah yang mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, kecuali ada pernyataan keberatan daripj yang berwenang. Surat Keputusan kenaikan pangkat pengabdian ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara  atas nama Pimpinan Instansi yang bersangkutan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran II.
Pernyataan keberatan dimaksud harus dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima di Badan Administrasi Kepegawaian Negara selambat-lambatnya 6(enam) bulan sebelumPn yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun yang dibuatmenurut contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran III.

Contoh :

Sdr. Daeng Kahar, NIP 014365028, lahir tanggal 11 Agustus 1933, pendidikan SD 6 tahun,pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1April 1985, pelaksana di Departemen Dalam Negeri.Pada akhir bulan Agustus 1989 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, karena telah mencapai batas usia pensiun.
Karena ia telah 4 (empat) tahun dalam pangkatnya dan tidak ada pernyataan keberatan dari Pejabat yang berwenang, maka kepadanya diberikan kenaikan pangkat pengabdian dari Pengatur Muda golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, terhitung mulai tanggal 1 Aguistus 1989.

Dalam hal yang demikian,kenaikan pangkat pengabdian ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama menda . 

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a yang akan mencapai batas usia pensiun dan berhak atas kenaikan pangkat pengabdian menjadi pembina Tingkat I golongan ruang IV/b tetapi sampai dengan 5 (lima) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun belum diajukan usul kenaikan pangkat pengabdiannya kepada presiden,maka pemberian pensiunnya ditetapkan berdasarkan pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

3. Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala.
Pegawai Negeri Sipil  yang berpangkat pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang telah mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila berhak atas kenaikan gaji berkala, maka kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, kecuali ada pernyataan keberatan dari Pejabat yang berwenang. Surat pemberitahuan tentang kenaikan gaji berkala dimaksud diberitahukan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas namapimpinan Instansi yang bersangkutan yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV.
Pernyataan keberatan dimaksud harus dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima di Badan Administrasi Kepegawaian Negara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

Contoh :

a. Sdr. Kasim, NIP. 120901459, lahir tanggal 1 Nopember 1934, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d terhitung mulai tanggal 1 April 1987 dengan gaji pokok sebesar Rp. 136.200,- sesuai dengan masa kerja golongan 21 Tahun 3 bulan.

Ia akan diberhentikan denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hakpensiun karena mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan Nopember 1990.

Dalam hal yang demikian Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Menteri perhubungan mengeluarkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkal, bahwa Sdr.Kasim mendapat kenaikan gaji berkala menjadi Rp 146.600,- terhitung mulai tanggal 1 Januari 1990 dan pensiunnya ditetapkan berdasarkan gaji setelah diberikan kenaikan gaji berkala yakni sebesar Rp. 146.600,-.
b. Sdr. Beni, NIP. 130004326, lahir tanggal 15 Mei 1934, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tmt  1 oktober 1986 dengan gaji pokok Rp. 133.500,- dan masa kerja golongan 15 Tahun akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan Mei 1990.
Dalam hal demikian, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bahwa Sdr. Beimendapat kenaikan gaji berkala  menjadi Rp. 148.500,- tmt 1 Okrober 1989, sedangkan kenaikan gaji berkala Sdr. Beni tmt 1Oktober 1987 tidak perlu dibuat pemberitahuannya. Untuk penetapan pensiun pokok didasarkan pada kenaikan gaji berkala terakhir yaitu sebesar Rp. 148.500,- .

c. Sdr. Sumarno NIP. 49000587, lahir pada tanggal 15 Maret 1935, pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I II/d , terhitung mulai tanggal 1 April 1980 dengan gaji pokok Rp. 49.200,- sesuai dengan masakerja golongan 17 Tahun, dan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan halpensiun karena mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan Maret 1991 dan tidak berhak kenaikan pangkat pengabdian karena ada keberatan dari atasannya .
Dalam hal demikian, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tidak menetapkan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan , tetapi hanya mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa Sdr. Sumarno mendapat keanikan gaji berkala menjadi Rp. 157.000,-  terhitung mulai tanggal 1 April 1990, sedangkan kenaikan gaji berkala Sdr. Sumarno 1 April 1987 tidak perlu dibuat pemberitahuannya. Untuk penetapan pensiun pokoknya didasarkan atas kenaikan gaji berkala terkhir yaitu sebesar Rp. 157.000,-.

4. Penetapan Surat Keputusan Pensiun Janda/duda dari penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

a. Penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang pensiunnya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini apabila meninggal dunia,maka pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara  atas nama Pimpinan Instansi yang bersangkutan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran V.
Contoh :

1. Sdr. Abdulah NIP. 020007245 adalah pensiunan dengan pangkat Penata golongan ruang III/c, pada Departemen Luar Negeri di Jakarta yang menerima pensiunnya berdasarkan surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 024/KEP/1978 tanggal 19 April 1978 yang berlaku terhitung mulai bulan Januari 1978. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1989 dengan meninggalkan 2(dua) orang isteriyang berhak menerima pensiun janda.
Dalam hal yang demikian pemberian bagian pensiun janda-jandanya ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama MenteriLuar Negeri.

2. Sdr. Muin NIP. 010007245, adalah p3nsiuan Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b yang semula Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang menerima pensiunnya berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 112/KEP/1981 tanggal 10 Agustus 1981 yang berlaku terhitung mulai bulan September 1981. 

Ia meninggal dunia pada tg1 Desember 1989 dengan meninggalkan seorang isteri.

Dalam hal yang demikian pemberian pensiun janda ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Menteri Dalam Negeri . 

b. Apabila penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakanhilang, surat Keputusan pensiun janda/dudanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Pimpinan Instansi yang bersangkutan .
Contoh :

Seorang penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil bernama Sdr.Bambang NIP.060033660 sejak tanggal 13 juni9 1989 pergi dan tidak kembali lagi dimana ia berada. Apabila sampai dengan tanggal 20 Juli 1989 Sdr. Bambang belum juga diketemukan, maka isterinya Ny. Siti dapat melaporkan  hilangnya suaminya tersebut kepada Kepala Desa setempat .

Berdasarkan laporan tersebut maka Kepala Desa membuat surat keterangan hilangnya Sdr. Bambang sejak tanggal 13 Juni 1989.

Kemudian surat keterangan hilang tersebut disampaikan kepada kepala Kepolisian setempat dan tembusanya kepada Kepada isteri yang bersangkutan yaitu Sdr. Ny. Siti.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka Kepala Kepolisian membuat surat pernyataan tentang hilangnya Sdr. Bambang terhitung mulai tanggal 13 juni 1989, atas dasar surat keterangan hilang tersebut NySiti dapatmenerima pensiun suami. Apabila sampaidengan akhir bulan Juni 1990 Sdr.Bambang tidak diketemukan kembali, dan mulai awal bulan Juli 1990 kepada Ny. Siti diberikan pensiun janda.

Dalam hal demikian surat Keputusan pensiun jandanya ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Menteri Keuangan.

III. TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN .
1. PERSIAPAN
a. Sebagai langkah pertama untuk persiapan, Badan Administrasi Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif (listing) dan DPCP dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun yangakan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

b. Dahta nominatif  dan DPCP Pegawai Negeri Sipil dimaksud disampaikan kepada masing-masing Instansi 1½ (satu setengah) tahun atau 18 (delapan belas) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil  yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran VI.

c. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dikirim kepada :

(1). Pimpinan Instansi.
(2). Kepala Kantor Wilayah Departemen/Instansi Vertikal.

(3). Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II .

(4). Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara  .

(5). Direksi PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI. TASPEN (PERSERO)/PERUM ASABRI dalam bentuk file computer .

(6). Kepala KPN/KASMIL dengan dilampiri DPCP dalam rangkap 2 (dua) .

Catatan :

Untuk Pemerintah Daerah Tingkat I /Tingkat II dilampiri DPCP dalam rangka 2 (dua).  

2. DAFTAR  NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL .
a. Pejabat yang berwenang di Instansi masing-masing setelah menerima daftar nominatif berkewajiban melakukan pemeriksaan isi daftar nominatif tersebut. Apabila terdapat kekurangan danperbedaan data Kepegawaian agar menyampaikan daftar nominatif tambahan dan daftar nominatif perbedaan data kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang dibuat menurutcontoh sebagaimana terseburt dlam VII dan VIII.

b. Kemungkinan terdapatnya perbedaan data Kepegawaian tersebut di atas disebabkan antara lain :

(1). Telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan yang bersangkutan ditulis “Berhenti” dan mencatat Nomor dan tanggal surat Keputusan pemberhentian dengan tinta merah. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan di Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka salinan sah surat Keputusan pemberhentian tersebut prrlu dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .
(2). Telah meninggal dunia .
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil  meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar Nominatif perbedaan yang bersangkutan ditulis “ Meninggaldunia” dan mencatat Nomor serta tanggal surat keterangan kematian dengan tinta merah. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan di Badan Administrasi Kepegawaian Negara maka salinan sah surat Keterangan kematian tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

(3). Telah pindah  Instansi/Wilayah  kerja .
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil pindah Instansi atau Wilayah kerja makad kolom  keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “PI/PWK” (PI-Pindah Instansi, PWK-Pidah Wilayah Kerja) dan mencatat Nomor dan tanggal surat Keputusan perpindahan dengan tinta hitam .

Untuk penetapan pensiun yang bersangkutan, maka salinan sah surat Keputusan perpindahan tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

(4). Dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “Berhenti tidak dengan hormat” dengantinta merah dan mencatat Nomor dan tanggal surat Keputusan hukuman disiplin. Untuk melengkapi tata naskah di Badan Administrasi Kepegawaian Negara makasalinan sah surat Keputusan pemberhentiannya perlu dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara  .
(5). Sedang menjalin pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil . Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “Pemberhentian sementara” dan mencatat Nomor dan tanggal surat Keputusan pemberhentian sementara dengan tinta merah. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan di Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka salinan sah surat Keputusan pembehrntian sementara perlu dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara . 

Selanjutnya apabila telah  ada Keputusan dariPengadilan yang mempunyaikekuatanhukum yangtetap dan telah ada surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang, maka salinan sah surat Keputusan pemberhentian disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .
c. Kemungkinanterdapat kekurangan data Kepegawaian .
Apabila dalam daftar nominatif (listing) yang dikirimkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara ada kekurangan/belum memuat data Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun maka harus dibuat daftar nominatif tambahan yang diisi secara lengkap .

3. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP).

a. Setelah menerima dan memeriksa daftar nominatif (listing) dan DPCP Kepala Kantor Pengelolaan Barang Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan memberitahukan dan menyerahkan DPCP kepada Pimpinan Instansi unit kerja yang bersangkutan melalui Bendaharawan gaji, sedangkan daftar nominatif (listing) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan digunakan sebagai alat kontrol di KPN.
b. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun tetapi tidak tercantum dalam listing maka KPN wajib memberitahukan kepada pimpinan Instansi unit kerja yang bersangkutan dengan menyerahkan formulir DPCP yang telah disediakan.

c. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP pimpinan Instansi unit kerja yang bersangkutan berkewajiban untuk menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil  yang bersangkutan  untuk dilengkapi dan melakukan pemeriksaan .

d. Apabila terdapat kekurangan atau perbedaan data Kepegawaian di antara yang terdapat di dalam DPCP dengan data Kepegawaian di Instansinyaagar data tersebut diperbaiki dengan cara mencoret, dengan ketentuan yang dicoret masih dapat dibaca. Disamping itu bukti datayang digunakan sebagai dasar perbaikan wajib dilampirkan untuk kemudian dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

e. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran IX denganketentuan :

(1). Apabila data telah benar agar ditandatangani :

(2). Apabila terdapat perbedaan data tentang :

a. Nama, harap dibuktikan dengan surat Keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tentang perbedaan nama .

b. Tanggal lahir, harap dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil (calon Pegawai Negeri Sipil) .

c. Jabatan, harap dibuktikan dengan surat Keputusan jabatan .

d. Pangkat, harap dibuktikan dengan surat Keputusan pangkat terakhir .

e. Gaji pokok terakhir, harap dibuktikan dengansurat Keputusan terakhir .

f. Masa Kerja sebelumdiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harap dibuktikan dengan surat Keputusan tentang pengalaman kerja .

g. Mulai masuk Pegawai Negeri Sipil, harap dibuktikan dengan suraty Keputusan pengangkatan pertama .

h. Nama isteri/suami, harap dibuktikan dengan akte surat bikah .

i. Nama anak, harap dibuktikan dengan akte surat lahir .

Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang danalamat yang dikehendaki setelah pensiun dan menandatangani DPCP tersebut.

Disamping itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melampirkan SP-4/SP-4A dan SKPPS yang telah disediakan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran X dan XI dan XII.

Selanjutnya   SP-4/SP-4A  diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sedang SKPPS dibuat oleh bendaharawan gaji yang digunakan untuk :
(1). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiunnya dibayar oleh KPN/Kas Daerah, SP-4 sebagai dasar pembayaran pensiun pertama, sedangkan SP-4A dan SKPPS sebagai dasar pembayaran THT oleh PT.TASPEN (PERSERO)/PERUM ASABRI. 

(2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiunnya dibayar oleh PT. TASPEN (PERSERO)/PERUM ASABRI, SP-4A dan SKPPS  sebagai dasar pembayaran pensiun pertama sekaligus pembayaran THT.

Bersamaan dengan itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan juga melampirkan 5 (lima) pas foto terbaru tanpa tutupkepala, ukuran 4 x 6 cm dengan catatan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan NIP yang bersangkutan yang akan digunakan untuk : 

(1). 1 (satu) pas foto ditekatkan pada asli surat Keputusan 
(2). 1 (satu) pas foto dilekatkan pada tembusan surat Keputusan yang diperuntukkan bagi Instansi pembayar pensiun .

(3). 2 (dua) pas foto secara lepas, dikirim oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara kepada inpembayar pensiun .

(4). 1 (satu) pas foto dilekatkan pada pertinggal surat Keputusan .

f. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP dan SP-4 yang bersangkutan harus sudah menandatangani nya dan menyerahkan bersama-sama dengan 5 (lima) lembar pas foto beserta lampiran lainnya kepada Pejabat Kepegawaian di unit kerjanya untukmendapatkan pengesahan pensiun .
g. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP tersebut ditandatangani oleh Pejabat Kepegawaian , harus dikirimkan kepada :
(1). Lembar kesatu bersama-sama 5 (lima) pas foto dan lampiran lainnya untuk Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk segera ditetapkan surat Keputusan pemberhentian dan pensiunnya .

(2). Lembar kedua untukpertinggal.

4. PENETAPAN SURATKEPUTUSAN.

a. Setelah Badan Administrasi Kepegawaian Negara menerima DPCP beserta kelengkapannya dari masing-masing  Instansi unit kerja dimaksud di atas, segera menetapkan surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan mengirimkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan . Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah menerima surat Keputusan .
b. Apabila Badan Administrasi Kepegawaian Negara tidak menerima DPCP dari masing-masing Instansi unit kerja dimaksud di atas, maka Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama pimpinan Instansi yang bersangkutan menetapkan surat Keputusan Pemberhentian denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sesuai dengan data yang ada di Badan Administrasi Kepegawaian Negara , dengan maksud agar pensiunnya dapat diterima tepat pada waktunya.

IV. TATA CARA PENYELSAIAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA YANG SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDANYA DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH INI

Denmgan berlakunya Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 1989 penetapan surat Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/duda ditetapkan dalam satu surat Keputusan .

Apabila penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka janda/duda almarhum pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri penerima pensiun tersebut, wajibn melaporkan kepada Kantor bayar untuk mendapatkan pembayaran pensiun janda/dudanyuadengan menunjukkan/menyerahkan :

1. Asli surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat keterangan kematian .

3. 5 (lima) lembar pas foto ukuran 4 x 6 cm.

4. Karis/Karsu dan atau identitas lainnya seperti kartu tanda penduduk .

5. Surat keterangan kejandaan/kedudaan, dan

6. Daftar keluarga yang disahkan oleh camat.

Apabila datanya cocok, maka pensiun janda/dudanya segera dibayarkan pensiunnya. Apabila datany ternyata berbeda, maka untuk memperoleh pensiun janda/duda, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui KPN / PT.TASPEN / PERUM ASABRI / KASDA TINGKAT I. DAN TINGKAT II


Contoh :

a. Sdr. Amat NIP 080000736, Pengatur pada Setjen Departemen pertanian di Jakarta dengangaji pokok Rp. 128.200,- sebulan, lahir pada tanggal 1 Juni 1934,mempunyai seorang isteri bernama By Yati sebagai pemegang Karis.

Terhitung mulai akhir bulan Juni 1990 Sdr. Amat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  karena mencapai batasusia pensiun dengan hak pensiun sebesar Rp. 97.400,- sebulan terhitung mulai bulan Juli 1990 dan apabila Sdr. Amat meninggal dunia, Ny Yati sebagaiisteri almarhum diberikan pensiun janda sebesar Rp. 46.600,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya Sdr. Amat meninggal dunia .

Penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Sdr. Amat serta penetapan pemberian pensiun janda kepada ny Yati ditetapkan dalam satu surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .
Pada tanggal 15 Maret 1991 Sdr. Amat meninggal dunia dalam hal demikian Ny. Yati melaporkan kematian suaminya kepada PT.TASPEN (PERSERO) setempat dengan menyerahkan kelengkapan berupa :

(1). Asli surat Keputusan pensiun .

(2). Surat keterangan kematian atas nama almarhum Amat.

(3). Photo copy karis dan atau photo copy surat nikah yang sah.

(4). 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6cm.

(5). Surat keterangan kejandaan .

(6). Daftar keluarga ayng disahkan oleh camat.

Atas dasar laporan kematian tersebut PT. TASPEN (PERSERO) melakukan pembayaran pensiun janda kepada Ny Yati terhitung mulai bulan April 1991. 

b. Sdr. Ali NIP. 060004321 adalah pensiunan denganpangkat Pengatur golongan ruang II/c Sdr. Ali mwenerima pensiun pegawai terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1989 dengan seorang isterinya yaitu ny. Soleha sebagai yang berhak menerima pensiunjanda.
Pada tanggal 11 Oktober 1991 Sdr Ali menikah lagi dengan ny. Umi danperkawinan initelah dilaporkankepada Kantor bayar, dan telah disahkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai isteri yang berhakmenerima pensiun. Pada tanggal 15 Juni 1992 Sdr. meninggal dunia.

Dalam hal demikian, naka isteri Sdr. Ali di dalam surat Keputusan pensiun berbeda dengan data yang diajukan dalam permohonan pensiun janda/duda yang bersangkutan .

Dalam hal dijumpai seperti ini pensiun janda/duda ditangguhkan pembayarannya dan pemberian pensiun janda/duda akan ditetapkan kembali oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

Prosedur dan atat caranya dilakukan sebagaimana diatur bagi pensiun janda/duda yang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 diberikan kepada janda/duda pensiunan yang bersangkutan. 

c. Sdr. Kardi NIP. 130000738 Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d padaKantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kec. Sindangkerta,  Kabupaten Bandung, dengan gaji pokok terakhir Rp. 157.000,- lahir tanggal 1 Mei 1934, mempunyai seorang isteri bernama Ny. Saripah sebagai pemegang Karis (Kartu Isteri) Pegawai Negeri Sipil.  

Terhitung mulai akhir bulan Mei 1990 Sdr Kardi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ,karena mencapai batas usia pensiun, dengan hak pensiun sebesar Rp. 117.800,-sebulanterhitung mulai bulan Juni 1990 danapabila sdr. Kardi meninggal dunia, Ny/Saripah sebagai isteri almarhum diberikan pensiun janda sebesar Rp 56.600,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya Sdr. Kardi meninggal dunia .

Penetapan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , penetapan pemberian pensiun janda kepada ny. Saripah ditetapkan dalam satu surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

Pada tanggal 15 Maret 1992 Ny. Saripah meninggal dunia dan  pada tanggal 20 pebruari 1993 Sdr. Kardi menikah lagi dengan Ny. Ratna. Pada tanggal 11 Agustus 1995 Sdr. Kardi meninggaldunia .

Dalam hal demikian Ny. Ratna mengajukan permintaan pensiun jandakepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui PT. TASPEN (PERSERO) setempat dengan dilampiri 

(1). Asli surat Keputusan pensiun atas nama almarhum Kardi dan Ny. Saripah .

(2). Surat keterangan kematian .

(3). Surat nikah .

(4). 5  (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm.

(5). Surat keterangan kejandaan .

(6). Daftar keluarga yang disahkan oleh camat .

Atas dasar permintaan tersebut Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengatur kembali penetapan pensiun janda almarhum Kardi tersebut di atas dengan surat Keputusan tersendiri.

V. TATA CARA PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDAYANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITETAPKAN SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH INI   

1. PENSIUN JANDA/DUDA DARI PENERIMA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA.
Penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembinagol IV/a ke bawah yang meninggal dunia, surat k pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas namaPimpinan Instansi yang bersangkutan,sedangkan bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang surat Keputusannya ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara , maka surat Keputusan pensiunjanda/duda ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.  

a. Permintaan pensiun Janda/Duda dimaksud di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah meninggalnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil diajukan oleh janda/duda yang bersangkutan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui KPN/Kantor Cabang Utama/Cabang PT.TASPEN (PERSERO)/PERUM ASABRI/KAS DAERAH Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II setempat  dengan menggunakan surat pengantar ayng dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII.

b. Bahan-bahan yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut :

(1). Salinan sah surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, khusus bagi yang surat Keputusan pensiunnya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989.

(2). Foto copy sah Karis/Karsu atau salinan sahsurat nikah.

(3). Surat keterangan kematian yang sah .

(4). Daftar susunan keluarga yang disahkan Camat setempat.

(5). Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari Pamongh praja serendah-rendahnya Camat .

(6). SP-4/SP-4B yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran XIV dan XV .

(7). 6 (enam) pas photo menghadap depan tanda tutupkepala, ukuran 4 x 6 cm

c. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah menerima permohonan tersebut kepala KPN / Kantor Cabang Utama / Cabang PT. TASPEN (PERSERO) / PERUM ASABRI / KAS DAERAH Tingkat I / Tingkat II wajib meneruskan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara . 

d. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah menerima permohonan harus menerbitkan surat Keputusan pensiun Janda/Duda  yang bersangkutan .

2. PENSIUN JANDA/DUDA/ORANG TUA PEGAWAI BULANAN DISAMPING PENSIUN YANG TEWAS.

a. Penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dipekerjakan kembali sebagai pegawai bulanan disamping pensiun, apabila meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya/tewas, maka kepada isteri/suami/orang tua dapat dalam diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

b. Yang dimaksud dapat diberikan hak Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah kepada janda/duda/orang tua pegawai bulanan disamping pensiun diberikan atau diberlakukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tewas,kecuali kenaikan pangkat anumerta. Yang dimaksud dengan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi janda/duda/orang tua pegawai bulanan disamping pensiun yang tewas antara lain :

(1). Pensiun janda/duda sebesar 72%,dan untuk pensiunorang tua sebesar 20% x 72% dari dasar pensiun .

(2). Uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) .

(3). Biaya pemakaman, dan sebagainya .

c. Penetapan Pemberian pensiun janda/duda /orang tua pegawai bulanan disamping pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
d. Untukmenetapkan pensiun janda/duda/orang tua, Pejabat yang berwenang di Instansi dimana penerima pensiun tersebut dipekerjakan sebagai pegawai bulanan disamping pensiun selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggi setelah tewasnya yang bersangkutan harus sudah mengajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan menggunakan surat pengantar yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIII.

e. Bahan-bahan yangperlu dilampirkan adalah sebagai berikut :

(1). Berita acara tentang meninggalnya yang bersangkutan dari yang berwajib .

(2). Surat penugasan daripj yang berwenang .

(3). Visum et repertum dari dokter yang berwenang .

(4). 5 (lima) pas photo janda/duda menhadap ke depan tanpa tutup kepala ukuran 4 x 6 cm .

(5). SP-4/SP-4B .

(6). Fotocopy sah Karis/Karsu atau salinan sah surat nikah kecuali bagi yang namanya telah tercantum dalam surat Keputusan pensiun .

(7). Surat keterangan kejandaan/kedudaan yang dikeluarkan oleh Pamong praja serendah-rendahnya Camat .
(8). Daftar susunan keluarga yang disahkan Camat setempat/pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(9). Khusus penetapan pensiun orang tua yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran XVI, bahan kelengkapan yang diperlukan hanya angka (1) sampai denganangka (5) di atas, ditambah surat keterangan bahan pemohon adalah  orang tua sah yang disahkan oleh serendah-rendahnya Camat .

VI. PENGIRIMAN SURAT KEPUTUSAN

1. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang hak-hak Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil,surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil atau surat Keputusan pensiun janda/duda/orang tua Pegawai Negeri Sipil dan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dikirim kepada :
a. Asli kepada yang bersangkutan kecuali surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala .

b. Tembusan surat k dikirim kepada :

(1). Ketua BEPEKA .

(2). Instansi induk yang bersangkutan .

(3). Instansi/Unit kerja terakhir dimana yang bersangkutan bekerja bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan janda/duda/orang tua Pegawai Negeri Sipil aktif 

c.  Pertinggal untuk Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Negara Pusat dan Wilayah .

2. Pengiriman tembusan surat k pensiun tersebut di atas, khusus kepada KPN/Kantor Cabang utama/Cabang PT.TASPEN (PERSERO)/PERUM ASABRI/Kas Daerah Pemerintah Daerah Tingkat I / Tingkat II disampaikan dengan daftar nominatif . 
VII. PEMBAYARAN PENSIUN

1. PEMBAYARAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MASIH DIBAYAR OLEH KPN .

a. Setelah menerima tembusan surat Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hakpensiun dan SP-4 beserta lampirannya dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara, KPN menerbitkan SKPP dari calon penerima pensiun yang bersangkutan.

b. Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP).

(1). Kepala KPN Cq. Kepala seksi Pembiayaan Gaji dari calon penerima pensiun yang bersangkutan, setelah menerima tembusan surat Keputusan pensiun di atas, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala seksi Pembiayaan Pensiun, bahwa ia  akan menghentikan pembayaran gaji calon penerima pensiun tersebut .

(2). Kepala Seksi Pembiayaan Gaji selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterbitkan, harus membuat SKPP gaji calon penerima pensiun yang bersangkutan dalam rangkap 6 (enam) yaitu :

a. Asli dan lembar kedua disampaikan kepada Kepala seksi Pembiayaan Pensiun .

b. Lembar ketiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun .

c. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Tata usaha Anggaran yang bersangkutan.

d. Lembar kelima untuk pembuat daftar gaji Instansi dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja .

e. Lembar keenam untuk pertinggal.

c. Surat Perintah membayar (SPM) pensiun pertama.   
(1). Kepala KPN Cq. Kepala seksi Pembiayaan Pensiun setelah menerima :
a. Tembusan surat Keputusan .

b. Daftar nominatif penerbitan surat Keputusan pensiun .

c. SP-4 .

d. Pas Photo 2 (dua) lembar .

e. Asli dan lembar kedua dari SKPP.

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja harus sudah menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali pensiun pertama.

(2). SPM dibuat dalam 6 (enam) rangkap, yaitu untuk :

a. Lembar pertama untuk KKN yang bersangkutan .

b. Lembar kedua untuk Departemen/Lembaga yang bersangkutan sebagai lampiran P-Struktural (daftar pengantar lembar kedua SPM ke Biro Keuangan Departemen/Instansi).

c. Lembar ketiga untuk pertinggal pada KPN yang bersangkutan .

d. Lembar keempat untuk pertinggal pada KKN yang bersangkutan

e. Lembar kelima untuk Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (KPDIA) di Bandung .

f. Lembar keenam untuk pensiunan yang bersangkutan .

(3). Kepala KPN Cq. Kepala Seksi pembiayaan pensiun yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya mencatat data pensiun tersebut dalam buku register pensiun,kartu pensiun dan buku pembayaran pensiun dan melekatkan pada  masing-masing buku/kartu 1 (satu) lembar pas foto dari pensiun yang bersangkutan .
(4). Kepala KPN Cq. Kepala Seksi Umum menyampaikan kepada Kepala KKN :
a. Lembar pertama dan keempat SPM  yang akan dibayarkan oleh KKN yang bersangkutan maupun Kantor Pos/Giro Pos/Bank .

b. Buku pembayaran pensiun yang bersangkutan .

c. 1 (satu) lembar pas foto lepas untuk dilekatkan pada kartu pembayaran pensiun pada KKN/Kantor Pos yang bersangkutan .

(5). Bersamaan dengan itu Kepala KPN Cq. Kepala Seksi Umummenyampaikan pula lembar ke 6 (enam) dari SPM   pensiun pertama disertai daftar perhitungan pembayaran pensiun kepada penerima pensiun yang bersangkutan dengan surat pengantar.
(6). Tembusan surat pengantar tersebut dikirimkan kepada Kantor Tata Usaha Anggaran untuk keperluan pengawasan pelaksanaan pembayaran dan kepada pimpinan Instansi dimana penerima pensiun yang bersangkutan dulunya bekerja.
d. Pembayaran Pensiun Pertama .

(1). Penguangan pensiun pertama dapat dilakukan pada :

a. KKN ;

b. Kantor pos ; atau

c. Rekeningh penerima pensiun yang bersangkutan pada Bank atau giro pos.

(2). Dalam hal penguanganpensiun tersebut dilakukan pada Kantor Pos, maka KKN berdasarkan SPM diatas, menerbtikan Cek  pos, dan mengirimkan aslinya kepada penerima pensiun yang bersangkutan .
Kepada Kepala kantor pos yang bersangkutan dikirimkan pula :

a. Buku pembayaran pensiun untukdisampaikan kepada penerima pensiun yang bersangkutan pada waktu penguangan cek pos .

b. 1 (satu) lembar pas foto lepas untuk dilekatkan pada kartu pembayaran pensiun pada Kantor pos yang bersangkutan.

(3). Bagi penerima pensiun yang menghendaki pensiunnya dibayarkan melalui rekeningnya di Bank atau sentral giro pos, pembayaran pensiun tersebut dilakukan oleh KKN  dengan cara pemindah bukuan, sedangkan buku pembayaran pensiun dan 1 (satu) lembar pas foto lepas disimpan oleh KKN pada tempat yang khusus untuk itu .
(4). Untuk pembayaran pensiun pertama, baik pembayaran tunai atau pemindah bukuan oleh KKN meupun pembayaran tunai pada Kantor Pos,penerima pensiun harus menunjukkan :
a. Surat Pengantar dari KPN yang bersangkutan tersebut huruf c angka (5).

b. Asli surat Keputusan yang diterimanya langsung dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

c. KTP/Karpeg yang bersangkutan atau tanda bukti diri lainnya.

(5). Dalam hal pembayaran dilakukan pada Kantor pos, penerima pensiun yang bersangkutan menyerahkan pula asli cek pos yang diterima dari KKN sebagaimana tertera dalam huruf dalam angka (2). 
(6). Kepala KKN atau Kepala Kantor Pos  melaksanakan penguangan pensiun setelah meneliti:

a. Apakah nama, alamat, tanggal dan Nomor asli surat Keputusan sesuaidengan yang tercantum dalam SPM/cek pos .
b. Apakah pas foto yang tertera dalam asli surat Keputusan sesuai dengan pas foto yang tertera dalam buku pembayaran pensiun.

c. Apakah orang yang mengambil pensiun sesuai dengan yang tertera dalam atanda bukti diri yang ditunjukkan dengan yang tercantum dalam SPM, SK dan buku pembayaranpensiun.

(7). Selanjutnya Kepala KKN/Kantor Pos mengiri ruang yang tersedia pada surat Keputusan yang bersangkutan denganketerangan sebagai berikut :
a. Keterangan tentang pembayaran pensiun pertama :

i. Nomor pembayaran pensiun .

ii. Bulan (bulan-bulan) pembayaran pensiunpertama .

iii. Besarnya pembayaran pensiun pertama dengan angka dan huruf.

b. Keterangan tentang perubahan/mutasi pensiunpokok :

i. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor …… Tahun ……… telah disesuaikan pensiun pokoknya dari Rp. ………………….menjadi Rp. ……………….

ii. Terhitung mulai bulan ………………………

c. Tanda tangan pada rubrik masing-masing baik oleh Kepala KKN/Kantor Pos ataupj lain yang ditunjuk olehnya dan sesudahnya mengembalikannya kepada yang bersangkutan dan bersamaan dengan itu menyerahkan buku pembayaran pensiun setelah memberikan pengesahan dan catatan seperlunya tentang pembayaran tersebut .
(8). Sebagai spesimen tanda tangan, penerima pensiun yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannyapada kartu pembayaran pensiun yang telah dilengkapi pas foto.
e. Pembayaran pensiun lanjutan (bulanan) .
(1). Setelah  pembayaran pensiun pertama pensiun selanjutnya dibayarkan tiap-tiap bulan melalui KKN/Kantor Pos atau dengan pemindah bukuan ke rekening Bank/Giropos .

(2). Dalam halpembayaran dilakukan dengan tunai untuk masing-masing  penerima pensiun ditetapkan tanggal, jam dan Nomor loket pembayarannya yang dicantumkan pula dalam buku pembayaran pensiun yang bersangkutan .

(3). Untuk menerima pensiun lanjutan buku pembayaran pensiun tersebut ditujukan kepada Kepala kantor Kas negara/Kantor pos yang bersangkutan atau  Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

2. PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA DAN TABUNGAN HARI TUA OLEH PT.TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI .
a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yangpensiunnya berada dalam Wilayah pembayaran PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI, maka pihak KPN atau Biro Keuangan/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah  segera menyampaikan SKPP gaji kepada PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI  untuk menyelesaikan pembayaran pensiun pertama dan Tabungan Hari tua (THT).

b. Kantor Cabang utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI setelah menerima tembusan surat Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun/surat Keputusan pensiun serta daftar nominatif surat Keputusan pensiun, SP-4, SKPPS dan pas foto 2 (dua) lembar dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara segera melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan SP-4 beserta lampiran tersebut.

c. Bagi pembayaran pensiunm yang dilakukan melalui Kantor Pos, atau BPD, BRI, Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI  menerbitkan surat Pemberitahuan (SB) kepada calon penerima pensiun/peserta yang isinya tentang :

(1). Jumlah pensiun pertama dan jumlah tabungan hari tua .

(2). Kantor bayar yang dipilih oleh penerima pensiun, beserta tanggal pembayaran pensiun bulanannya.

d. Untuk memperlancar pembayaran pensiun pertama dan THT kepada penerima pensiun diminta untuk datang sendiri ke Kantor Bayar denganmenunjukkan surat Keputusan pensiunasli, surat pemberitahuan danmembawa bukti diri seperti KTP, Karpeg,kartu Peserta TASPEN (KPT), Kartu Peserta ASABRI (KTA), atau tanda bukti diri lainnya.

e. Pada saat pembayaranuang pensiun pertama dan THT Kantor Bayar sekaligus menyerahkan Kartu Identitas pensiun (KARIP) yang berfungsi sebagai bukti diri bagi penerimapensiun .

f. Bagi penerima pensiun atau calon penerima pensiun yang memilih Kantor Pos/BPD/BRI sebagai kantor bayar, makapensiun pertama dan THT akan dibayarkan melalui Kantor pos/BPD/BRI dimaksud .   

3. PEMBAYARAN PENSIUNLANJUTAN (BULANAN) .

a. Untuk pembayaran pensiun bulanan, kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI  akan menerbitkan dattar pembayaran pensiun (DAPEM) yang berfungsi sebagai tanda terima pembayaran pensiun bulanan .
b. Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI  akan menerbitkan dattar pembayaran pensiun DAPEM kepada kantor Bayar selambat-lambatnya tg25 sudah diterimauntuk pembayaran pensiun bulan berikutnya.

c. Kantor Bayar setelah menerima DAPEM, meneliti kelengkapanm semua dokumen pembayaran. Apabila ternyata  terdapat nama penerima pensiun yang belum termasuk ke dalam DAPEM, Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI  setempat dengan membuat surat keterangan yang berkenaan denganitu.

4. PEMBAYARAN PENSIUN JANDA/DUDA YANG MASIH DIBAYAR OLEH KPN .

a. SKKP Gaji/Pensiun terakhir .

(1). KPN pembayaran gaji terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, setelah menerima tembusan surat Keputusan segera menerbitkan SKPP gaji yang bersangkutan .

(2). KPN pembayaran pensiun daripenerimapensiun yang meninggal dunia, setelah menerima tembusan surat Keputusan segera menerbitkan SKPP pensiun yang bersangkutan .

(3). SKPP harus segera disampaikan kepada KPN pembayar pensiun janda/duda .

b. SP-4, SPM, dan penguangannya

Pengajuan SP-4 oleh yang bersangkutan, penerbitan SPM oleh KPN dan penguangannya oleh KKN/Kantor  Pos dilaksanakan sesuaiangka Romawi VII angka 1 huruf c dan d diatas.

5. PEMBAYARAN PENSIUN JANDA / DUDA OLEH PT. TASPEN (PERSERO) / PERUM ASABRI .

a. SKPP Gaji / Pensiun terakhir

(1). Pegawai Negeri Sipil yang meninggal duni yang pembayaran pensiun janda/duda berada dalam Wilayah pembayaran PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI, maka KPN segera mengirimkan SKPP kepada Kantor Cabang Utama / Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI  guna pembayaran pensiun pertama, THT dan asuransi kematian .

(2). Penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang pembayaran pensiun janda/dudanya berada dalam Wilayah pembayaran PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI, maka pihak Kantor Cabang Utama / Cabang tas segera menerbitkan SKPP untuk pembayaran pensiun janda/duda .

(3). Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI setelah menerima tembusan surat Keputusan pensiun janda/duda beserta daftar nominatifnya, SP-4 dan SKPP segera melakukan penelitian atas kebenaran dan keabsahan dokumen dimaksud, kemudian melaksanakan pembayaran. 

b. Surat pemberitahuan dan pengauangannya .
Penerbitan surat pemberitahuan oleh PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI maupun penguangannya dilaksanakan sesuai dengan angka VII angka 2 huruf c dan d  diatas.

6. PEMBAYARAN PENSIUN JANDA/DUDA YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK .

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia/tewas dan tidak meninggalkan suami/isteri, pensiun janda/duda diberikan kepada anak kandung sah menurut hukum. Dalam hal anakkandung dimaksud masih dibawah umum,maka pensiun janda/duda diberikan kepada anakkandung tersebut danpembayaran pensiun janda/duda  dapat diuruskan oleh wali anak tersebut, yang dibuktikan dengan surat Keputusan Pengadilan Negeri .

7. PEMBAYARAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN YANG HAK PENSIUNNYA DIATUR DALAM SATU SURAT KEPUTUSAN BERDASARKAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1989 .

Dalam hal penerima pensiun pegawai meninggal dunia maka pembayaran pensiun janda/duda dilakukan sebagaimana diatur dromawi VII angka 4, 5 dan 6 diatas apabila janda/duda yang berhak adalah yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut. Dalam hal janda/duda yang mengajukan hak pensiun janda/duda tidaksama dengan yang tercantum dalam surat Keputusan dimaksud, walaupun janda/duda tersebut menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan adalah isteri/suami sah yangberhak pensiun,maka hak pensiun janda/duda baru dibayarkan setelah ditetapkan surat Kpensiunnya. Hal inijuga berlaku bagi pembayaran pensiun janda/duda yangditerimakan kepada anak .
VIII. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGIPNS YANG BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah yang belum mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya tetap dilakukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen , Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan sampai ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah tersendiri .   
IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Keputusan pemberitahuan danpemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil,pemberian pensiun janda/duda yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989, dinyatakan sah dan dianggap telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut .

2. Pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan brlakunya sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 berlaku, ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari Instansi yang bersangkutan .
3. Dalam hal terjadi mutasi keluarga penerimapensiun Pegawai Negeri Sipil/Janda/duda wajib melaporkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII dalam rangkap 4, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah. Setelah disahkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara/Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Badan Administrasi Kepegawaian Negara dikirim kepada KPN/Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI/Biro Keuangan/Bagian keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk mengatur kembali hakpensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

4. Dalam hal penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai lebih dariseorang isteri/golongan anak, meninggal dunia, makapensiun janda/duda/anak diberikan kepada janda/duda/anak yang tercantum dalam surat Keputusan  almarhum suami/isterinya. Dalam halpembayaran pensiun janda/duda/anak tersebut dibayarkan tidak dalam satu Wilayah pembayaran atau untuk kepentinganlainnya, naka janda/duda/anak yang bersangkutan hars mengajukan permohonan petikan surat Keputusan dimaksud kepadakepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Kantor bayar yang bersangkutan dilengkapi dengan syarat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV. Hal ini tidak mengurangi maksud administrasi pembayaran pensiun oleh karena sebelum petikan Surat Keputusan ditetapkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, pensiun janda/duda/anak tersebut tetap dibayarkan di Kantor bayar dimana pembayaran pensiun almarhum dibayarkan .

5. Foto copy sah Karis/Karsu dapat digunakan sebagai pengganti salinan sah surat nikah .

6. khusus pemberian pensiun janda/duda dari penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang surat Keputusan pensiunnya ditetapkan berlaku sebelum 1 Januari 1971, ditetapkan dengan Keputusan kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (termasuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas).

7. Dengan berlakunya Surat Edaran Bersama inimaka pemberian pensiun janda/duda ditetapkan secara otomatis oleh Instansi pembayar pensiun, oleh sebab itu kewajiban Instansi pembaran untuk melaporkan penerima pensiun yang meninggal dunia, baik penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda yang dibuat menurucontoh sebagaimana dalam lampiran XVIII untuk digunakan dalam rangka pembinaan statistikpensiun oleh pemerintah.  


X. PENUTUP

1. Agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 dapat terlaksana denganlancar dan baik,kepada semua pihak diminta bantuannya untuk menyebarluaskan maksud ketentuan inikepada yang berkepentingan.
2. Untuk memperjelas segala sesuatu mengani pelaksanaannya maka dalam  Surat Edaran Bersama ini dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian pensiun janda/dudanya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran XIX.

3. Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14April 1989

Kepala

Direktur jenderal anggaran                 Badan Administrasi Kepegawaian Negara 

   SUNJAMIN PARWOTO                            Drs. WASKITO REKSOSOEDIRDJO

  





                  NIP. 180000429

TEMBUSAN Surat Edaran Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak presiden, sebagai laporan .

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan .

3. Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan .

4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan .

5. MenteriKeuangan, sebagai laporan .

6. Semua Sekretaris jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal dan kepala Badan/Pusat .

7. Direktur Utama/Kepala Kantor Cabang utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI .

8. Direktur Perbendaharaan dan kas Negara .

9. Semua Kepala Kantor Wilayah  Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

10. Semua Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

11. Semua Kepala Kantor tata usaha Anggaran .

12. Semua Kepala Daerah Pos danGiro .

13. Semua Kepala kantor Perbendaharaan negara .

14. Semua Kepala kantor Kas Negara .

15. Direktur Utama PERUM ASABRI .

16. Pertinggal .

LAMPIRAN  I SURAT EDARAN BERSAMA
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989


 KEPUTUSAN



AKHIR :

Menimbang
: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hakpensiun ;

Mengingat
:  1   Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1985 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 .

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 .

Menetapkan
;

PERTAMA
: 1.  Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia .
2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebagaiu tersebutdlajur 10 dalam Keputusan ini

	1
	Nama
	

	2
	NIP
	

	3
	Tanggal lahir
	

	4
	Unit kerja
	

	5
	Pangkat/golongan ruang 
	

	6
	Masa kerja pensiun
	

	7
	Berhenti akhir bulan
	

	8
	Pensiun tmt
	

	9
	Gaji pokok terakhir
	

	10
	Pensiun
	


Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :
1. ISTERI/SUAMI

	NO
	NAMA
	TGL.LAHIR
	TGL.PERKAWINAN
	KETERANGAN

	
	
	
	
	


2. ANAK

	NO
	NAMA
	TGL.LAHIR
	NAMA AYAH/IBU
	KETERANGAN

	
	
	
	
	


KEDUA
: …………..

KETIGA
: …………..

KEEMPAT
: ………….

KELIMA
: …………..

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
A.n. ………………………

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Atas nama beliau

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. …

3. ….

4. Kepala KPN/KASDA di 

5. KepalaKantor Tata Usaha Anggaran di

6. Kepala Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI di…

7. Pertinggal.

LAMPIRAN  II SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989


 KEPUTUSAN



AKHIR :

Menimbang
: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hakpensiun ;

Mengingat
:  1   Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1985 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 .

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 .

Menetapkan
;

PERTAMA
: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia .

	Nama
	1
	

	NIP
	2
	

	Tanggal lahir
	3
	

	Jeni kelamin
	4
	

	LAMA
	Pangkat Golongan ruang Gaji
	5
	

	
	Masa kerja Golongan
	Tahun 
	6
	

	
	
	Bulan
	
	

	
	Tmt
	7
	

	
	Gaji pokok
	8
	Rp.

	BARU
	Pangkat Golongan ruang Gaji
	9
	

	
	Masa kerja Golongan
	Tahun 
	10
	

	
	
	Bulan
	
	

	
	Tmt
	11
	

	
	Gaji pokok
	
	

	Pendidikan
	
	
	13
	

	Jabatan 
	
	
	14
	


KEDUA
: Apabila dikemudianhari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sbmestinya.
KETIGA
: Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.n. ………………………

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Atas nama beliau

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2. …

3. ….

4. Kepala KPN/KASDA di 

5. KepalaKantor Tata Usaha Anggaran di

6. Kepala Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI di…

7. Pertinggal.

LAMPIRAN  III  SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

Nomor
: ………………………..

……….. tanggal …………………

Perihal
: Keberatan ………….                Yth. Kepala Badan Administrasi     

                        ………………………                         Kepegawaian Negara  
                        ……………………..                          di

                                                                                         Jakarta.

2.  Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama



:

NIP



:

Pangkat


:

Golongan ruang 

:

Jabatan 


:

UnitKerja


:

Denganini menyatakn keberatan atas pemberian kenaikan pangkat pengabdian.kenaikan gaji berkala *) Saudara

Nama



:

NIP



:

Pangkat


:

Golongan ruang 

:

Jabatan 


:

UnitKerja


:

Dengan alasan sebagai berikut :

1. ……………………

2. ……………………

3. …………………..

4.  dat.

3. Demikian surat keberatan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kepala ……………………………………….

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN  IV SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

Nomor
: ………………………..

……….. tanggal …………………

Perihal
: Kenaikan gaji berkala             Yth. Kepala Kantor perbendaharaan     

                                                                               Negara/Biro Keuangan/Bagian

                                                                               Keuangan Pemerintah Daerah  

                                                                               di

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan ini memberitahukan, bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya, kepada :

1. Nama
:              

2. NIP
:

3. Pangkat/Jabatan 
:

4. Kantor/tempat
:

5. Gaji pokok lama
: Rp.

Atas dasar skp terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan :

a. Oleh Pejabat 
:

b. Tanggal
:

Nomor
:

c. Tanggal mulai

Belakunya gaji tersebut
: 

d. Masa kerja golongan
Pada tanggal tersebut
:

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :

6. Gaji pokok baru
:

7. Berdasarkan masa kerja
:

8. Dalam golongan
:

9. Mulai tanggal 
:

 Diharap agar sesuai dengan pasal ….. ayat …… Keputusan Presiden Nomor ……………….. Tahun ………………., kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.
Kepala

Badan Administrasi Kepegawaian Negara

………………………………

NIP.

TEMBUSAN surat ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;

2. Pegawai yang bersangkutan ;

3. Pertinggal .

LAMPIRAN  V SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

KEPUTUSAN




AKHIR :

Menimbang
: a.  bahwa penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ……………………………NIP/MPP . .……………..telah meninggal dunia/tewas pada tanggal …………… .

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pensiun janda/duda .
Mengingat
:  1   Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1985 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 .

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 .

Menetapkan
;

PERTAMA
: Kepada yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8 diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini.
	1
	Nama
	

	2
	NIP
	

	3
	Tanggal lahir
	

	4
	Unit kerja
	

	5
	Pangkat/golongan ruang 
	

	6
	Masa kerja pensiun
	

	7
	Berhenti akhir bulan
	

	8
	Pensiun tmt
	

	9
	Gaji pokok terakhir
	

	10
	Pensiun
	


KEDUA
: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari :
	NO
	NAMA
	TGL.LAHIR
	NAMA AYAH/IBU
	KETERANGAN

	
	
	
	
	


KETIGA
: Pembayaran pensiun tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemberian dan pembayaran pensiunjan dihentikan pada akhir bulan  janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untukmenerima pensiun ;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 Tahun , tidak berpenghasilan sendiri dan belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertamatersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya, terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian ;

3. Khusus untuk janda bila yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah .

KEEMPAT
:  Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang brlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagipenerima pensiun .

KELIMA
: Apabila dikemudian hari ternyuata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat …………………………………………………….. 

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.n. ………………………

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Atas nama beliau

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2. …

3. ….

4. Kepala KPN/KASDA di 

5. KepalaKantor Tata Usaha Anggaran di

6. Kepala Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/ PERUM ASABRI di…

7. Pertinggal.

LAMPIRAN  VII SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI USIA 56 TAHUN
DALAM BULAN                    19 : SAMPAI DENGAN                         19
INSTANSI INDUK

:

JENIS KEPEGAWAIAN 
:

PROPINSI


:

KABUPATEN/KODYA
:

	NO
	NIP
	NAMA
	JENIS KELAMIN
	GOL. RUANG
	TMT
	MASA KERJA
	TGL. LAHIR
	UNIT KERJA
	MASA KERJA PENSIUN
	GAJI POKOK TERAKHIR
	PENSIUNPOKOK
	ALAMAT

	BULAN/TAHUN PENSIUN :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LAMPIRAN  VIII SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI
 BATAS USIA PENSIUN DAN TIDAK TERDAPAT PADA LISTING 
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
	NO
	NAMA
	NIP
	TGL.LAHIR
	TANGGAL MULAI MENJADI CALON PEGAWAI
	TMT  MASA KERJA GOL. TERAKHIR
	GAJHI POKOK TERAKHIR
	MASA KERJA PENSIUN
	PENSIUN POKOK
	PENDIDIKAN
	JABATAN
	ALAMAT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SEKARANG
	SETELAH PENSIUN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CATATAN : Untuk keperluan SK Pensiun, kami lampirkan
                    Pas photo dari masing-masing pegawai seba

                    Nyak 5 (lima) lembar ukuran 4 x 6 cm,

                     Tanpa tutupkepala.

LAMPIRAN  IX SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
YANG BERBEDA DATANYA DENGAN DATA PADA LISTING BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

INSTANSI INDUK

:

JENIS KEPEGAWAIAN

:

PROPINSI


:

KABUPATEN/KODYA

:

	NO URUT
	NAMA
	NIP
	TANGGAL LAHIR
	GOLONGAN
	MASA KERJA
	DASAR PENSIUN
	PENSIUN POKOK
	JABATAN
	KET.

	
	
	
	
	RUANG
	TMT
	TAHUN
	BULAN
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LAMPIRAN  X SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

CONTOH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA

(SP-4)

Perihal
: Permintaan pembayaran            …………………………………….

                       Pensiunpertama                                       Kepada







Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan







       Negara/Biro Keuangan/Bagian 

                                                                        Keuangan

                                                                        Di

                                                                        …………………………………..

 





       melalui BAKN/Kanwil BAKN

                                                                       …………………………………….

Dengan hormat

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor ……….. Tanggal ……………..*-)   tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan ini saya mengajukan permintaan agar pensiun saya dapat dibayarkan mulai,bulan …………….. dan dapat diterima pada Kantor Kas Negara / Kantor Pos / Sentral Giro Pos / Bank Pemerintah *-2 di ………………………….*-3 ( rekening Nomor ………..*-3).

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terimakasih.

Pemohon,

Nama
:

NIP

:

Alamat
:

*-1 diisi oleh BAKN

*-2 Coret yang tidak perlu

*-3 Diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan .  

 

LAMPIRAN  XI SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN                     KEPADA YTH.
PENSIUN PERTAMA DAN TABUNGAN             KEPALA CABANG UTAMA/

HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL        CABANG PT. TASPEN (PER-

PUSAT DAN DAERAH                                         SERO)

                                                                              DI

                                                                                  ……………………………

                                                                             MELALUI BAKN/KANWIL BAKN

                                                                             ……………………………………..

HARAP DITULIS HURUF CETAK

	1
	Nama lengkap
	

	2
	NIP/NPP
	

	3
	Jenis kelamin
	

	4
	Tempat dan tanggal lahir
	

	5
	Pangkat/golongan
	

	6
	Gaji pokok terakhir
	

	7
	Nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberhentian dengan hak pensiun
	

	8
	terhitung mulai tanggal 
	

	9
	I tempat bekerja terakhir
	

	10
	Pernah atau akan menerima pensiun rangkap yakni
	Pejabat Negara eksekutif/ Pejabat Negara non  Ekseku tif/Perintis Kemerdekaan Rencana operasional publik Indonesia  (PKRI) 

	11
	Nomor pensiun
	

	12
	Alamat setelah :

Kampung/Jalan *

Desa/Kelurahan *

Kecamatan 

Kabupaten/Kodya *
	

	13
	Uang pensiun agar dibayarkan di :
(1). Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di ……………………………………

(2). Kantor Pos dan Giro di ………….

(3). Bank Pembangunan Daerah (BPD) /BRI ……………………….
	


  Dengan ini mengajukan permohonanpensiun pertama, dan tabungan hari tua (THT). Apabila keterangan saya berikan tersebutdi atas tidak benar,maka saya bersedia dan wajib mengganti semua kerugian kepada PT. TASPEN (PERSERO) dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk mendapat penyelesaian.

Disahkan oleh Instansi                               ……,…………………….

Kepala ……………………                          Pemohon

                                                                   (Tanda tangan/Cap jempol kiri)

(…………………………)                             (………………………………..)

NIP.                                                                     nama jelas

Cap Instansi 

*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN  XII SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

INSTANSI/DINAS/JAWATAN
DI

SURAT KETERANGAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN SEMENTARA

ASLI

Kepala Instansi/dinas Jawatan di …………………………………………… menerangkan bahwa : ……………………………………………………….
A. Kepada ………………………………….. NIP/NRP ………………… lahir tanggal ………………………. Di ………………….. golongan ………………… yang dengan surat permintaan pembayaran pensiun pertama………………… ………… sampai dengan…………………………….. ….. dibayarkan :

1. ……….................................... Rp. ……………………………….

2. ………………………………… Rp. ……………………………….

3. ………………………………… Rp. ……………………………….

4. ………………………………… Rp. ……………………………….

5. ………………………………… Rp. ……………………………….

6. ………………………………..   Rp. ……………………………….

7. ……………………………….    Rp. ……………………………….

8. ………………………………..  Rp. ……………………………….

9. ………………………………... Rp. ……………………………….

10. ………………………………..  Rp. ……………………………….
                                        Jumlah      Rp. ……………………………….. 
B. Anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan sendiri dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari pegawai tersebut di atas.
	Nama isteri/anak
	Tgl. lahir
	Tgl. nikah
	bekerja
	keterangan

	
	
	
	
	


…………………………………………..

Kepala Instansi/Dinas/Jawatan

(…………………………….)

NRP/NIP

LAMPIRAN  XIII SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

SURAT PENGANTAR PERMINTAAN :
1. Pensiun janda/duda/orang Tua Pegawai Negeri Sipil 

2. Pensiun janda/duda Pensiun Pegawai Negeri Sipil 

3. Pensiun Janda/duda/orang Tua Pegawai bulanan disampingpensiun.

                                                                                Kepada Yth.

   



Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara/





Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi 

Kepegawaian Negara

Di

 ……………………………………………….

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat permohonan pensiun janda/duda, bagian pensiun janda/duda, anak, orang tua di bawah ini :

a. Nama
: …………………………………………

b. Alamat rumah sekarang
: ………………………………………..

c. Alamat rumah sesudah pensiun
: ………………………………………...

d. Janda/duda *-1 dari almarhum/almarhuman *-1

(1). Nama
: …………………………………….

(2). NIP
: ………………………………….

(3). Nomor seri KARPEG
: …………………………………

(4). Pangkat dan gol. Ruang
:………………………………….

(5). Unit Organisasi 
: ………………………………..

(6). Meninggal dunia/tewas*-1 

pada tanggal 
: …………………………… 

2. Sebagai bahan administrasi, bersamaini dilampirkan :

a. Foto copy Karis/Karsu atau salinan sah surat nikah .
b. Daftar susunan keluarga yangdisahkan oleh Camat setempat/pimpinan unit kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan .

c. Surat keterangan kematian yang sah

d. Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat

e. 5 ( lima ) lembar pas foto, menghadap ke depan tanpa tutupkepal ukuran 4 x 6 cm .

f. Salinan sah surat k pensiun

g. Salinan sah surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai bulanan disamping pensiun Pegawai Negeri Sipil .

h. Surat keterangan daricamat yang menerangkan bahwa pemohon adalah orang tua sah *-5.

i. Surat keterangan tentang anak-anak yang diberikan oleh PamongPraja serendah-rendahnya camat +-6

j. Surat permintaanpembayaran pensiun pertama (SP-4).

3. Demikian untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
A.n. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/

Bupati/Walikotamadya/Kepala KPN/

Direksi PT.TASPEN (PERSERO) / Kas

Daerah/PERUM ASABRI *-1

…………………………………………..

(……………………………………….)

 *-1 Coret yang tidak perlu

*-2 dalam hal almarhum/almarhumah yang bersangkutan tewas, dilengkapi pula salinan sah surat Keputusan sementara tentang kenaikan pangkat anumerta, surat tugas, berita acara tentang kecelakaan yang terjadi serta visum et repertum tentang kematiannya yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang/berkewajiban.

*-3 Hanya dilapirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun,yang surat Keputusan pensiunnya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989.

*-4 Hanya dilampirkan apabila yang tewas itu seorang pegawai bulanan disamping pensiun Pegawai Negeri Sipil .

*-5 Hanya dilampirkan apabila almarhum/almarhumah yang bersangkutan tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami/anak.

*6- Hanya dilampirkan apabila pemohon adalah anak-anak dari almarhum.almarhumah.

LAMPIRAN  XIX SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

LAMPIRAN  XX SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

LAMPIRAN  II SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR
: 19/SE/1989

NOMOR
: SE-51/A/1989

TANGGAL 
: 14 APRIL 1989

